UNDANG- UNDANG REPUBLI K | NDONESI A ( UU)
NOVOR 12 TAHUN 1997 (12/1997)
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG- UNDANG
NOVOR 6 TAHUN 1982
TENTANG
HAK Cl PTA
SEBAGAI MANA TELAH DI UBAH DENGAN
UNDANG- UNDANG NOVOR 7 TAHUN 1987
DENGAN RAHVAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESI DEN REPUBLI K | NDONESI A

Meni nbang:

a. bahwa dengan adanya perkenbangan kehi dupan yang berl angsung
cepat, terutama di bidang perekonom an baik di tingkat
nasi onal maupun internasional, penberian perlindungan hukum
yang semakin efektif terhadap Hak Atas Kekayaan | ntel ektual,
khususnya di bidang Hak Ci pta perlu | ebih ditingkatkan dal am
rangka mewuj udkan iklim yang lebih baik bagi tunbuh dan
ber kembangnya senmangat nencipta di bidang il nmu penget ahuan,
seni dan sastra, yang sangat diperlukan dal am pel aksanaan
penbangunan nasi onal yang bertujuan terciptanya nmasyarakat

I ndonesia vyang adil dan  makmnur, maj u, dan mandir
ber dasar kan Pancasil a dan Undang- Undang Dasar 1945;
b. bahwa dengan penerinaan dan Kkei kutsertaan |ndonesia dalam

Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang Hak Atas Kekayaan
I nt el ekt ual ( Agr eenent on Trade Related Aspects of
Intell ectual Property Rights, Including Trade in Counterfeit
Goods/ TRI Ps) yang nerupakan bagi an  dari Per set uj uan
Penbent ukan Or gani sasi Per dagangan Duni a (Agr eenent
Establishing the Wrld Trade Organi zati on) sebagai mana tel ah
di sahkan dengan Undang-undang, berl anjut dengan nel aksanakan
kewaj i ban untuk nenyesuai kan peraturan perundang-undangan
nasi onal di bidang Hak Atas Kekayaan |Intel ektual ternmasuk
Hak G pta terhadap persetujuan internasional tersebut;

C. bahwa berdasarkan pertinbangan sebagai mana tersebut dalam
huruf a dan b, serta nenperhati kan penil ai an terhadap segal a
pengal aman, khususnya kekur angan sel ama pel aksanaan

Undang-undang tentang Hak Cipta, dipandang perlu untuk
mengubah dan nmenyenpur nakan beber apa ket entuan Undang- undang
Nonor 6 Tahun 1982 tentang Hak Cipta sebagaimana tel ah
di ubah dengan Undang-undang Nonmor 7 Tahun 1987 dengan
Undang- undang;

Mengi ngat :
1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (1), dan Pasal 33
Undang- Undang Dasar 1945.

2. ndang-undang Nonor 6 Tahun 1982 tentang Hak Ci pta (Lenbaran
Negara Tahun 1982 Nonor 15, Tanbahan Lenbaran Negara Nonor 3217)
sebagai mana tel ah di ubah dengan Undang-undang Nonmor 7 Tahun 1987
(Lenmbaran Negara Tahun 1987 Nonor 42, Tanbahan Lenbaran Negara
Nonor 3362);



3. ndang-undang Nonor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreenent
Establ i shing The Wrld Trade O gani zati on *9631
(Persetujuan Penbentukan Organi sasi Per dagangan  Duni a)
(Lenbaran Negara Tahun 1994 Nonor 57, Tanbahan Lenbaran
Negara Nonor 3564);

Dengan perset uj uan
DEWAN PERWAKI LAN RAKYAT REPUBLI K | NDONESI A
MEMUTUSKAN:
MENETAPKAN:

UNDANG- UNDANG TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG UNDANG NOMOR 6 TAHUN

1982

TENTANG HAK CI PTA SEBAGAI MVANA TELAH DI UBAH DENGAN

UNDANG- UNDANG NOVOR 7 TAHUN 1987.

Pasal |

Beber apa ket entuan dal am Undang- undang Nonor 6 Tahun 1982 tentang
Hak Ci pta sebagai mana tel ah diubah dengan Undang-undang Nonor 7
Tahun 1987, di ubah sebagai beri kut:

1

Ketentuan Pasal 1 huruf c¢ diubah dan ditanbah enpat
ketentuan baru yang dijadikan angka 8, 9, 10 dan 11,
sehi ngga kesel uruhan Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1
1. Penci pta adal ah seorang atau beberapa orang secara
bersama-sana yang atas inspirasinya lahir suatu ciptaan
ber dasar kan kemanpuan pi ki ran, i maj i nasi, kecekat an,

ket eranpi | an atau keahl i an yang di tuangkan dal am bent uk yang
khas dan bersifat pribadi.

2. G ptaan adal ah hasi| setiap karya Penci pta dal am bent uk
khas dan nenunjukkan keasliannya dalam |apangan ilnu
penget ahuan, seni dan sastra.

3. Penegang Hak C pta adal ah Penci pta sebagai Pemlik Hak
C pta, atau orang yang nenerim hak tersebut dari Pencipta,
atau orang lain yang nenerima |ebih |anjut hak dari orang
tersebut di atas.

4. Pengunmuman adal ah penbacaan, penyuaraan, penyiaran atau
penyebaran sesuatu ciptaan, dengan nenggunakan al at apapun
dan dengan cara sedem ki an rupa sehi ngga suatu ci ptaan dapat
di baca, didengar atau dilihat ol eh orang | ain.

5. Per banyakan adal ah nenanbah jum ah sesuatu ciptaan,
dengan penbuatan yang samm, hanpir sama atau nenyerupai
ci ptaan tersebut dengan nenpergunakan bahan-bahan yang sanm
maupun tidak samg, termasuk nmengal i hwj udkan sesuatu
ci pt aan.

6. Potret adal ah ganbaran dengan cara dan al at apapun dar
waj ah orang yang diganbarkan baik bersama bagian tubuh
| ai nnya maupun ti dak.

7. Program Konput er adal ah program yang dici ptakan secara
khusus sehingga nenmungki nkan konputer nel akukan fungsi
tertentu.



8. Pel aku adal ah aktor, penyanyi, penusik, penari atau
nmer eka yang nenanpi | kan, menperagakan, mnenpertunj ukkan

*9632 nmenyanyi kan, nmenyanpai kan, mendekl amasi kan, at au
memai nkan suatu karya nusik, drama, tari, sastra dan karya
seni | ai nnya.

9. Produser rekaman suara adal ah orang atau badan hukum
yang pertama kali nmerekam atau nemliki prakarsa untuk
menbi ayai kegi atan perekaman suara atau bunyi baik dar
suat u pertunjukan maupun suara atau bunyi | ai nnya.

10. Lenbaga penyiaran adalah organisasi penyel enggar a
siaran, baik Lenbaga Penyai aran Penerintah maupun Lenbaga
Penyi aran Swasta yang berbentuk badan hukum yang nel akukan
penyiaran atas suatu karya siaran dengan nenggunakan
transm si dengan atau tanpa kabel atau nelalui sistem
el ekt romagneti k | ai nnya.

11. Kantor Hak Ci pta adal ah satuan organi sasi di |ingkungan
departenen yang nel aksanakan tugas dan kewenangan di bi dang
Hak G pta.

Ket entuan Pasal 2 di ubah, dengan nenanbah dua ket entuan baru
yang dijadi kan ayat (2) dan ayat (3) sehingga kesel uruhan
Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

(1) Hak Cipta adalah hak khusus bagi pencipta nmaupun
peneri ma hak untuk mengununkan atau nenperbanyak ci ptaannya
maupun nenberi izin wuntuk itu dengan tidak nengurangi
penbat asan- penbat asan nenurut peraturan perundang-undangan
yang ber| aku.

(2) Pencipta dan atau penerima Hak Cipta atas karya film
dan program konputer nemliki hak untuk nmenberi izin atau
nmel arang orang lain yang tanpa persetujuannya nenyewakan
ci ptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat konersial.
(3) Ketentuan nmengenai hak untuk nenberi izin atau nel arang
penyewaan sebagai mana di maksud dal am ayat (2) berlaku pula
bagi produser rekaman suar a.

Ket entuan Pasal 8 diubah dengan nenyi si pkan ketentuan baru
yang dijadi kan ayat (1l1a) dan nmengubah ketentuan ayat (2),
sehi ngga kesel uruhan Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Jika suatu ciptaan dibuat dal am hubungan di nas dengan
pi hak |ain dalam |ingkungan pekerjaannya, maka pihak yang
untuk dan dalam dinasnya ciptaan itu dikerjakan adal ah
Penegang Hak Cipta, kecuali ada perjanjian |ain antara kedua
pi hak dengan tidak nmengur angi hak penbuat sebagai
penci pt anya apabila penggunaan ciptaan itu di perluas kel uar
hubungan di nas.

(1a) Ketentuan sebagai nana di maksud dal am ayat (1) berlaku
pul a bagi ciptaan yang di buat pi hak | ain berdasarkan pesanan



yang di | akukan dal am hubungan di nas.

(2) Jika suatu ciptaan di buat dal am hubungan kerja atau
*9633 berdasarkan pesanan, naka pihak yang nenbuat karya
cipta itu dianggap sebagai Pencipta dan Penegang Hak G pta,
kecual i apabila diperjanjikan |lain antara kedua pi hak.

Ketentuan Pasal 10A diubah, sehingga Pasal 10A berbunyi
sebagai beri kut:

Pasal 10A

(1) Apabila suatu ciptaan tidak diketahui penciptanya dan
ciptaan itu belum diterbitkan, mnaka Negara nenegang Hak
C pta atas ciptaan tersebut untuk kepentingan penci ptanya.

(2) Apabila suatu ciptaan telah diterbitkan tetapi tidak
di ket ahui penci ptanya atau pada ciptaan tersebut hanya
tertera nama samaran penci ptanya, maka penerbit nenegang Hak
Ci pta atas ciptaan tersebut untuk kepentingan penci ptanya.

Ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan (2) diubah, sehingga
kesel uruhan Pasal 11 berbunyi sebagai beri kut:

Pasal 11
(1) Dal am Undang-undang ini ciptaan yang dilindungi adal ah
ciptaan dalam ilnmu pengetahuan, seni dan sastra yang
mel i puti karya:
a. buku, program konput er, panf| et susunan

perwaj ahan karya tulis yang diterbitkan, dan senua hasil
karya tulis |ainnya,;

b. ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan |ainnya yang
di wuj udkan dengan cara di ucapkan;

C. al at peraga yang di buat untuk  kepentingan
pendi di kan dan il mu penget ahuan;

d. ci ptaan lagu atau nusik dengan atau tanpa teks,
termasuk karaw tan, dan rekaman suar a;

e. drama, tari (koreografi), pewayangan, pantomn m

f. karya pertunj ukan;

g. karya si aran;

h. seni rupa dal am segal a bentuk seperti seni |ukis,

ganbar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung,
kol ase, seni terapan yang berupa seni kerajinan tangan;

. arsi tektur;

J . pet a;

k. seni bati k;

l. fotografi;

m si nemat ogr afi ;

n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga ranpai, dan

karya | ai nnya dari hasil pengal i hwij udan

(2) G ptaan sebagai mana di maksud dal am huruf n dilindung
sebagai ciptaan tersendiri, dengan tidak mengurangi Hak
*9634 Cipta atas ciptaan aslinya.



(3) Dalam perlindungan sebagai mana di naksud dal am ayat (1)
dan ayat (2) termasuk juga senmua ciptaan yang tidak atau
bel um di umunkan, akan tetapi sudah merupakan suatu bentuk
kesatuan yang nyata, yang nenungki nkan perbanyakan hasil
karya itu.

Ketentuan Pasal 14 huruf a, ¢, d dan e diubah, sehingga
kesel uruhan Pasal 14 berbunyi sebagai beri kut:

Pasal 14

Dengan syarat bahwa sunbernya harus di sebut atau di cant unkan
maka tidak di anggap sebagai pel anggar Hak G pta:

a. Penggunaan ci pt aan pi hak l ai n unt uk keper | uan
pendi di kan, penelitian, penulisan karya il mah, penyusunan
| aporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masal ah dengan
ketentuan tidak nerugi kan kepentingan yang wajar Dbagi

penci pt a.
b. Penganbi | an ci ptaan pihak l[ain baik seluruhnya nmaupun
sebagi an guna keperluan penbelaan di dalam dan di |uar
pengadi | an;
C. Penganbi | an ci ptaan pihak lain baik seluruhnya naupun
sebagi an guna keper | uan:

1. ceramah yang semata-mata untuk tujuan pendidi kan
dan il mu penget ahuan;

2. pertunj ukan atau penmentasan yang tidak dipungut

bayaran dengan ketentuan tidak merugi kan kepentingan yang
waj ar bagi penci pta.

d. Per banyakan suatu ci ptaan bidang il nu penget ahuan, seni
dan sastra dal am huruf braile guna keperluan para tunanetra,
kecuali jika perbanyakan itu bersifat konersial;

e. Per banyakan suatu ciptaan selain program konputer

secara terbatas dengan cara atau alat apapun atau proses
yang serupa ol eh perpustakaan unum | enbaga il nmu penget ahuan
atau pendi di kan dan pusat dokunmentasi yang non konersial,
semat a- mat a unt uk keperl uan aktivitasnya;

f. Perubahan yang dil akukan atas karya arsitektur seperti
ci ptaan bangunan berdasarkan pertinbangan pel aksanaan
t ekni s;

g. Penbuat an sal i nan cadangan suatu program konmputer ol eh
pem | ik program konmputer yang dilakukan semata-mata untuk
di gunakan sendiri .

Ketentuan Pasal 26 diubah, sehingga Pasal 26 berbunyi
sebagai beri kut:

Pasal 26
(1) Hak G pta atas ciptaan:
a. buku, panflet, dan senmua hasil karya tulis
| ai nnya;

*9635 b. ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan |ainnya
yang di wuj udkan dengan cara di ucapkan;



C. al at peraga yang di buat untuk  kepentingan
pendi di kan dan il mu penget ahuan;

d. ciptaan lagu atau nusik dengan atau tanpa teks,
termasuk karaw tan

e. drama, tari (koreografi), pewayangan, pantom m

f. seni rupa dal am segal a bentuk seperti seni |ukis,

ganbar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung,
kol ase, seni terapan yang berupa seni Kkerajinan tangan;

g. arsitektur;

h. pet a;

l. seni bati k;

J . terjemahan, tafsir, saduran, bunga ranpai, dan

karya | ai nnya dari hasil pengal i hwj udan

berl aku selama hidup Pencipta dan terus berlangsung
hingga 50 (lima puluh) tahun setelah Pencipta neninggal
duni a.
(2) Untuk ciptaan sebagai mana di maksud dal am ayat (1) yang
dimliki oleh 2 (dua) orang atau lebih, maka Hak Cipta
berl aku selama hidup Pencipta yang terlam hidupnya dan
berl angsung hingga 50 (lim puluh) tahun sesudah Pencipta
yang terl ama hi dupnya tersebut neninggal dunia.

Ket ent uan Pasal 27 di ubah dan di sisi pkan ket entuan baru yang
di jadi kan ayat (2a), sehingga keseluruhan Pasal 27 berbunyi
sebagai beri kut:

Pasal 27
(1) Hak G pta atas ciptaan:
a. pr ogram konput er;
b. si nemat ografi ;
C. rekaman suar a;
d. karya pertunj ukan;
e. karya siaran;

berl aku selama 50 (lima pul uh) tahun sejak pertama kali
di umunkan.
(2) Hak C pta atas ciptaan yang berupa fotografi berlaku
selama 25 (dua puluh 1lim) tahun sejak pertama Kkal
di umunkan.
(2a) Hak Ci pta atas karya susunan perwaj ahan karya tulis
yang diterbitkan berlaku selama 25 (dua puluh lima) tahun
sejak pertama kali diterbitkan.
(3) Hak Cipta atas ciptaan sebagai mana di maksud dal am ayat
(1) dan Pasal 26 ayat (1) yang dimliki atau dipegang ol eh
suatu badan hukum Dberlaku selama 50 (lima puluh) tahun
sejak pertama kali di unmunkan, sedangkan Hak Cipta
sebagai mana di maksud dal am ayat (2) dan ayat (2a) berlaku
sel ama 25 (dua puluh lim) tahun.

D antara Pasal 27 dan Pasal 28 disisipkan Pasal 27A
*9636 sehingga Pasal 27A berbunyi sebagai berikut:

Pasal 27A



10.

11.

(1) Hak Cipta atas ciptaan yang di pegang atau dil aksanakan
ol eh Negara berdasarkan

a. ket entuan Pasal 10 ayat (2) huruf b, berlaku tanpa
bat as wakt u;
b. ketentuan Pasal 10A ayat (1), berlaku selama 50

(l'ima puluh) tahun sejak karya cipta tersebut pertama kal
di ket ahui umum

(2) Hak Cipta atas ciptaan yang dil aksanakan ol eh penerbit
ber dasar kan ketentuan Pasal 10A ayat (2), berlaku sel ana 50
(l'ima puluh) tahun sejak karya cipta tersebut pertanma kali
di terbitkan

DI antara Pasal 28 dan Pasal 29 disisipkan Pasal 28A dan
Pasal 28B sehingga keseluruhan Pasal 28A dan Pasal 28B
ber bunyi sebagai beri kut:

Pasal 28A

Jangka waktu perlindungan bagi hak pencipta sebagai mana
di maksud dal am

a. Pasal 24 ayat (1) berlaku tanpa batas wakt u;

b. Pasal 24 ayat (2) dan ayat (3) berlaku selam
ber| angsungnya jangka waktu Hak Cipta atas ciptaan yang
ber sangkut an, kecuali untuk pencantuman dan perubahan nama
at au nanma samaran penci pt anya.

Pasal 28B
Tanpa nmengurangi hak Pencipta atas jangka waktu perlindungan

Hak Ci pta yang dihitung sejak l|ahirnya suatu ciptaan,
penghi t ungan jangka waktu perlindungan bagi ciptaan yang

di I'i ndungi :

a. sel ama 25 (dua puluh lim) tahun;

b. selama 50 (lima pul uh) tahun;

C. sel ama hi dup pencipta dan terus berlangsung hingga 50

(I'ima pul uh) tahun setel ah Penci pta neninggal duni a;
dimulai sejak 1 Januari untuk tahun berikutnya setelah
ci pt aan t er sebut di umunkan, di ket ahui ol eh unmum
di terbitkan, atau setel ah pencipta nmeni nggal duni a.

D antara BAB |1l dan BAB 1V disisipkan BAB |11 A sehingga
kesel uruhan BAB |11 A berbunyi sebagai berikut:
BAB II1A
LI SENSI
Pasal 38A

(1) Penmegang Hak G pta berhak nenberi |isensi kepada pihak
| ai n berdasarkan surat perjanjian |isensi untuk *9637

nel aksanakan perbuat an sebagai mana di maksud dal am Pasal 2.
(2) Kecuali jika diperjanjikan lain, maka |ingkup |isensi



12.

sebagai mana di maksud dal am ayat (1) neliputi semnua perbuatan
sebagai mana di maksud dalam Pasal 2, berlangsung selam
jangka waktu |isensi diberikan dan berlaku untuk seluruh
wi | ayah Negara Republi k | ndonesi a.

Pasal 38B
Kecuali jika diperjanjikan lain, naka Penegang Hak G pta
tetap bol eh nel aksanakan sendiri atau nenberi |isensi kepada
pi hak ketiga | ai nnya unt uk mel aksanakan per buat an
sebagai mana di mnaksud dal am Pasal 2.

Pasal 38C
(1) Perjanjian lisensi dilarang nenuat Kketentuan yang

| angsung maupun tidak | angsung dapat neni nbul kan aki bat yang
mer ugi kan perekonom an | ndonesi a.

(2) Agar dapat nenpunyai akibat hukum terhadap pihak
ketiga, perjanjian lisensi wajib dicatatkan di Kantor Hak
G pt a.

(3) Perm ntaan pencatatan perjanjian lisensi yang nenuat
ket ent uan sebagai mana di maksud dal am ayat (1) harus ditol ak
ol eh Kantor Hak Ci pta.

(4) Ketentuan lebih lanjut nengenai perjanjian |isensi,
termasuk tata cara pencatatannya diatur |ebih |anjut dengan
Per at uran Peneri nt ah.

Judul dan isi BAB V diubah dan ditanbah dua ketentuan baru
yang dijadi kan Pasal 43A dan Pasal 43B, sehingga kesel uruhan
BAB V berbunyi sebagai berikut:

BAB V
HAK DAN VWEWENANG MENGGUGAT
Pasal 41

Penyerahan Hak Ci pta atas seluruh ciptaan kepada orang atau
badan | ain tidak nengurangi hak Pencipta atau ahli warisnya
unt uk nenggugat seseorang yang tanpa persetuj uannya:

a. nmeni adakan nama Penci pta yang tercantum pada ciptaan
itu;

b. mencant unkan nama Penci pta pada ci ptaannya;

C. mengganti atau nengubah judul ciptaan itu; dan atau

d. mengubah isi ciptaan itu.

Pasal 42

(1) Penegang Hak G pta berhak untuk mnengajukan gugatan
ganti rugi ke pengadilan negeri atas pelanggaran Hak
G ptanya dan nmem nta penyitaan terhadap benda yang di ununkan
atau hasil| perbanyakannya.

*9638 (2) Dal am hal terdapat gugatan untuk penyerahan benda
sebagai mana di maksud dalam ayat (1), nmaka Hakim dapat
mener i nt ahkan bahwa penyerahan itu baru dil aksanakan setel ah



13.

Penegang Hak Cipta nenbayar sejumah nilai benda yang
di serahkan kepada pi hak yang beritikad bai k.

(3) Penegang Hak Cipta juga berhak untuk nem nta kepada
pengadi | an negeri agar nenerintahkan penyerahan sel uruh atau
sebagi an penghasilan yang diperoleh dari penyel enggaraan
ceramah dan pertenuan il m ah |ainnya, atau pertunjukaan atau
paneran karya yang nerupakan hasil pelanggaran Hak C pta
atau dengan cara nel anggar Hak Cipta tersebut.

(4) Untuk mencegah kerugian yang |ebih besar pada pihak
yang haknya dil anggar, Haki m dapat nenerintahkan pel anggar
unt uk nmenghenti kan kegi at an penbuat an, per banyakan,
penyi aran, pengedaran, dan penjualan ciptaan atau barang
yang merupakan hasi| pel anggaran Hak G pta.

Pasal 43

Hak Penmegang Hak Ci pta sebagai mana di maksud dal am Pasal 42
ti dak berlaku terhadap benda yang ada dal am tangan seseor ang
yang tidak nenperdagangkan benda-benda itu dan nenperol ehnya
unt uk keperluan sendiri.

Pasal 43A

Penci pta atau ahli waris suatu ciptaan dapat nengaj ukan
gugatan ganti rugi atas pel anggaran ketentuan Pasal 24.

Pasal 43B

Hak wuntuk nengajukan gugatan sebagai mana di naksud dal am
Pasal 42 tidak nengurangi hak Negara untuk nelakukan
tuntutan pi dana terhadap pel anggaran Hak G pta.

D antara Bab V dan Bab VI, disisipkan Bab VA sehingga
kesel uruhan BAB VA ber bunyi sebagai berikut:

BAB VA
HAK- HAK YANG BERKAI TAN
DENGAN HAK CI PTA

Pasal 43C

(1) Pelaku nemliki hak khusus wuntuk nenberi izin atau
nmel arang orang lain yang tanpa persetujuannya nenbuat,
nmenper banyak dan nenyi arkan rekaman suara dan atau ganbar
dari pertunj ukannya.

(2) Produser rekaman suara nemliki hak khusus untuk
menber i izin atau nmelarang orang lain yang tanpa
per set uj uannya nenper banyak karya rekaman suara atau bunyi .
*9639 (3) Lenbaga penyiaran nmemlikki hak Kkhusus untuk
menber i izin atau nelarang orang lain yang tanpa
perset uj uannya nenbuat, nenperbanyak dan nenyiarkan ul ang
karya siarannya nelalui transm si dengan atau tanpa kabel
atau nel al ui sistem el ekt romagneti k | ai nnya.



Pasal 43D

(1) Jangka waktu perlindungan bagi:

a. Pel aku yang nenghasi | kan karya pertunjukan berl aku
selama 50 (lima puluh) tahun sejak karya tersebut di wujudkan
at au di pertunj ukkan;

b. Produser rekaman suara yang nenghasilkan Kkarya
rekaman suara berlaku selama 50 (lima puluh) tahun sejak
karya tersebut selesai direkam

C. Lenbaga penyi aran yang nenghasil kan karya siaran
berl aku selama 20 (dua puluh) tahun sejak karya siaran
tersebut pertama kali disiarkan.

(2) Penghitungan jangka waktu perlindungan sebagai mana
di mmksud dalam ayat (1) dinulai sejak 1 Januari tahun
beri kut nya setel ah:

a. suatu karya pertunjukan selesai diwjudkan atau
di pertunj ukkan;
b. suat u karya rekaman suara sel esai direkani
C. suatu karya siaran sel esai disiarkan untuk pertam
kal i .
Pasal 43E

Ket ent uan sebagai mana di maksud dal am Pasal 3, Pasal 4, Pasal
5, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16,
Pasal 17, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 29, Pasal 30, Pasal 31,
Pasal 32, Pasal 33, Pasal 34, Pasal 35, Pasal 36, Pasal 37,
Pasal 38, Pasal 38A, Pasal 38B, Pasal 38C, Pasal 39, Pasa
41, Pasal 42, Pasal 43, Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46 dan
Pasal 47 berlaku pula terhadap pemlik hak sebagai mana
di maksud dal am Pasal 43C.

14. Ketentuan Pasal 45 di ubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai

beri kut :
Pasal 45
C ptaan atau barang yang nerupakan hasil pelanggaran Hak
C pta berdasarkan putusan pengadi |l an dapat:
a. di ranmpas untuk Negara guna di nusnahkan; atau
b. di serahkan kepada Penegang Hak Ci pta, sepanjang

Penegang Hak Ci pta yang bersangkutan tel ah nengaj ukan gugat an
perdata atas perkara pelanggaran Hak Cipta tersebut
ber dasar kan ket entuan sebagai mana di maksud dal am pasal 42.

15. Ketentuan Pasal 47 diubah, sehingga Pasal 47 berbunyi sebagai

beri kut :
*9640
Pasal 47
(1) Selain Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik
I ndonesia, juga Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di



16.

I i ngkungan departenen yang |ingkup tugas dan tanggung
j awabnya mel i puti penbi naan Hak Ci pta, diberi wewenang khusus
sebagai Penyi di k sebagai mana di naksud dal am Undang-undang
Nonor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, untuk
nmel akukan penyi di kan tindak pi dana di bi dang Hak Ci pta.

(2) Penyi di k Pej abat Pegawai Negeri Sipil sebagai mana
di maksud dal am ayat (1) berwenang:
a. nel akukan penelitian atas kebenaran | aporan

atau ket erangan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Hak
G pta.

b. nmel akukan penelitian terhadap orang atau
badan hukum yang di duga nel akukan ti ndak pi dana di bi dang Hak
G pt a;

C. menm nta ket erangan dan bahan bukti dari orang
atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang
Hak Ci pta;

d. mel akukan peneri ksaan at as penbukuan,
pencat at an dan dokunen | ai nnya yang berkenaan dengan ti ndak
pi dana di bi dang Hak G pt a;

e. nel akukan peneri ksaan di tenpat tertentu yang
di duga terdapat bahan bukti penbukuan, pencatatan dan dokunen
lain serta nelakukan penyitaan terhadap bahan dan barang
hasi| pel anggaran yang dapat dijadi kan bukti dalam perkara
ti ndak pidana di bidang Hak G pta;

f. menm nta bantuan ahli dal am rangka pel aksanaan
tugas penyi di kan ti ndak pidana di bidang Hak G pta.

(3) Penyi di k Pej abat Pegawai Negeri Sipil sebagai mana
di mmksud dal am ayat (1) nenberitahukan di nul ai nya penyi di kan
dan hasi| penyidi kannya kepada Penyi di k Pej abat Polisi Negara
Republ i k 1 ndonesi a.

(4) Penyi di k Pej abat Pegawai Negeri Sipil sebagai mana
di mmksud dalam ayat (1) nenyanpai kan hasil penyidi kannya
kepada Penuntut Umum nel al ui Penyi di k Pejabat Polisi Negara
Republ ik Indonesia dengan nengingat ketentuan Pasal 107
Undang- undang Nonor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pi dana."

Ket ent uan Pasal 48 di ubah, sehingga Pasal 48 berbunyi sebagai
beri kut :

Pasal 48

Undang-undang ini berl aku terhadap senua ci ptaan dan Hak- hak
Yang Ber kai tan dengan Hak G pta:

*9641 a. Warga negara, penduduk, dan badan hukum I ndonesi a;
b. Bukan warga negara |ndonesi a, bukan penduduk
I ndonesi a dan bukan badan hukum I ndonesi a yang untuk pertama
kal i di ununkan di Indonesia atau di ununkan di | ndonesia dal am
j angka waktu 30 (tiga puluh) hari sejak ciptaan itu diunmunkan
untuk pertama kali di |uar Indonesia;

C. Bukan warga negara |ndonesi a, bukan penduduk



I ndonesi a dan bukan badan hukum | ndonesi a, dengan ket ent uan:

1) Negaranya nmenpunyai perjanjian bilateral
mengenai perlindungan Hak G pta dan Hak-hak Yang Berkaitan
dengan Hak Ci pta dengan Negara Republi k Indonesi a;

2) Negaranya dan Negara Republik Indonesia
mer upakan pihak atau peserta dalam suatu perjanjian
mul tilateral yang sama nengenai perlindungan Hak Cipta dan
Hak- hak Yang Berkaitan degan Hak G pta.

Pasal |1
Undang-undang ini nul ai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang nengetahuinya, nenerintahkan pengundangan
Undang-undang ini dengan penenpatannya dalam Lenbaran Negara
Republ i k I ndonesi a.

Di sahkan di Jakarta

pada tanggal 7  Mei
1997

PRESI DEN REPUBLI K
| NDONESI A

ttd.
SCEHARTO

D undangkan di Jakarta

pada tanggal 7 Mei 1997

MENTERI NEGARA SEKRETARI S NEGARA
REPUBLI K | NDONESI A

ttd.

MOERDI ONO
PENJ ELASAN
ATAS
UNDANG- UNDANG REPUBLI K | NDONESI A
NOMOR 12 TAHUN 1997
TENTANG
PERUBAHAN ATAS UNDANG- UNDANG
NOVOR 6 TAHUN 1982
TENTANG
HAK Cl PTA
SEBAGAI MANA TELAH DI UBAH DENGAN
UNDANG- UNDANG NOMOR 7 TAHUN 1987

UMUM

Ket et apan Maj el is Pernusyawaratan Rakyat Nonor |1/MPR/ 1993 *9642
tentang Garis-garis Besar Haluan Negara antara |ain nenegaskan
bahwa perkenbangan dunia yang nengandung pel uang yang nenunj ang
dan nmenper cepat pel aksanaan penbangunan nasi onal perlu
di manf aat kan sebai k- bai knya. Sesuai dengan arahan Garis-garis



Besar Hal uan Negara tersebut, maka segala perkenbangan,
perubahan, dan kecenderungan gl obal yang di perkirakan akan dapat
menpengar uhi Stabilitas Nasional serta pencapai an tujuan nasional
perlu pula diikuti dengan seksama, sehingga dapat dianbi
| angkah- | angkah unt uk nenganti si pasi nya.

Sal ah satu perkenbangan yang nenonjol dan nenperol eh perhatian
seksama dal am masa sepul uh tahun terakhir dan kecenderungan yang
masi h akan berlangsung di masa yang akan datang adal ah senakin
mel uasnya arus gl obal i sasi bai k di bidang sosial, ekonom , budaya
maupun bi dang- bi dang kehi dupan | ainnya. D bidang perdagangan,
t erutama kar ena per kenmbangan t eknol ogi i nf ormasi dan
transpportasi tel ah nmendjadi kan kegi atan di sektor ini neningkat
secara pesat dan bahkan telah nenenpatkan dunia sebagai pasar
tunggal bersama. Dengan nenper hati kan kenyat aan dan kecender ungan
seperti itu, maka nenjadi hal yang dapat di paham adanya tuntutan
kebut uhan bagi pengaturan dal am rangka perlindungan hukum yang
| ebih nemadai. Apalagi beberapa negara senmakin nengandal kan
kegi atan ekonom dan perdagangannya pada produk-produk yang
di hasi | kan atas dasar kemanpuan intelektualita manusia seperti
karya cipta di bidang il nu pengetahuan, seni dan sastra.

Persetujuan Unumtentang Tarif dan Perdagangan (General Agreenent
on Tarif and Trade/ GATT) yang nerupakan perjanjian perdagangan
multilateral pada dasarnya bertujuan nenciptakan perdagangan
bebas, perlakuan yang sama, dan nenmbantu nenci pt akan pertunbuhan
ekonom dan penbangunan guna nmewuj udkan kesej aht eraan manusi a.

Dal am rangka perjanjian multilateral tersebut, pada bulan Apri
1994 di WMarakesh, Maroko, telah berhasil disepakati satu paket
hasi| perundi ngan perdagangan yang paling |engkap yang pernah
di hasi | kan ol eh GATT.

Perundi ngan yang telah dinulai sejak tahun 1986 di Punta del
Este, Wuguay, vyang dikenal dengan Putaran U uguay (Uruguay
Round) antara |ain nenuat Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang
Hak Atas Kekayaan Intel ektual (Agreenment on Trade Rel ated Aspects
of Intellectual Property R ghts/ TRIPs).

Persetujuan TRIPs nenmuat norma-norma dan standar perlindungan
bagi karya intelektualita nanusia dan nenenpatkan perjanjian
i nternasional di bidang Hak Atas Kekayaan |Intelektual sebagai
dasar disanping itu, persetujuan tersebut nengatur pula aturan
pel aksanaan penegakan hukum di bidang Hukum Atas Kekayaan
I ntel ektual secara ketat.

Sebagai negara pi hak penandatangan Persetujuan Putaran Uruguay,
Indonesia telah neratifikasi paket persetujuan tersebut dengan
Undang- undang Nonmor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Persetujuan
Penbent ukan Organi sasi Perdagangan Duni a (Agreenment Establishing
The Wl d Trade Organi zation).

*9643 Sejalan dengan kebijakan tersebut, rmaka untuk dapat
mendukung  kegi atan penbangunan nasi onal , terutama  dengan
nmenper hat i kan ber bagai per kenbangan dan perubahan, |ndonesia yang



sejak tahun 1982 telah nem |iki Undang-undang tentang Hak G pta
nasi onal yang kenudi an di senmpur nakan dengan Undang- undang Nonor 7
Tahun 1987, perlu nel akukan penyenpurnaan terhadap undang-undang
tersebut.

Sel ai n penyenpurnaan terhadap beberapa ketentuan yang dirasakan
kurang nenberi perlindungan hukum bagi Pencipta, dirasakan perlu
pul a nel akukan penyesuai an dengan persetujuan TRIPs. Tujuannya,
unt uk menghapuskan berbagai hanbatan terutama untuk menberkan
fasilitas yang nendukung upaya peningkatan pertunbuhan ekonom
dan perdagangan bai k nasi onal maupun i nternasional

Dengan | atar bel akang dan pertinbangan di atas, maka secara unum
bi dang dan ar ah penyenpur naan yang di | akukan t er hadap
Undang- undang Nonmor 6 Tahun 1982 sebagai mana tel ah di ubah dengan
Undang-undang Nonor 7 Tahun 1987 tentang Hak Cipta neliputi
antara | ain:

1. Penyenpur naan.
Dal am Undang- undang ini, penyenpur naan mencakup
ket ent uan- ket entuan nengenai perlindungan terhadap ciptaan
yang tidak diketahui penciptanya, pengecualian pelanggaran
terhadap Hak Cipta, jangka waktu perlindungan ciptaan, hak
dan wewenang nenggugat, dan Kketentuan nengenai Penyidik
Pej abat Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

2. Penanbahan.

Beberapa penanbahan yang  bersifat perubahan neliputi
ket ent uan nengenai :
a. Penyewaan Ci ptaan (Rental R ghts) bagi penegang hak
ci pta atas rekaman video, film dan program konput er

. Hak Yang Berkaitan dengan Hak G pta (Neighboring
Rights) vyang neliputi perlindungan bagi pelaku, produser
rekaman suara, dan Lenbaga Penyi aran; dan
C. yang mengat ur nengenai Lisensi Hak G pta.

PASAL DEM PASAL

Angka 1

Perubahan pada ketentuan Pasal 1 angka 2
di mmksudkan untuk nenegaskan perlunya unsur keaslian dar
suatu karya cipta untuk nendapat kan perlindungan Hak G pta.
Suatu karya cipta harus nmemliki bentuk yang khas dan
menunj ukkan keaslian sebagai ciptaan seseorang atas dasar
kemanpuan dan kreativitasnya yang bersifat pribadi. Dalam
bentuk yang khas, artinya karya tersebut harus tel ah sel esai
di wuj udkan sehi ngga dapat dilihat atau di dengar atau di baca.

Termasuk dal am pengertian hal yang dapat dibaca
adal ah penbacaan huruf braile. Karena suatu karya harus
terwuj ud dal am bentuk yang khas, naka perlindungan Hak Ci pta
tidak diberikan pada sekedar ide. Sesuai dengan Kketentuan
ini, suatu ide pada dasarnya tidak *9644 mendapat kan
perlindungan Hak Cipta. Sebab ide belum nmem |iki wujud yang



menungki nkan untuk dilihat, didengar atau dibaca.

Di t anbahkannya ket ent uan nmengenai pengertian
pel aku, produser rekaman suara dan |enbaga penyiaran
di pandang perlu sehubungan dengan nenanbahan ketentuan baru
yang nengatur nengenai Hak-hak yang Berkaitan dengan Hak
C pta atau Neighboring Rights. Dalam pengertian pelaku atau
perforners, penyebutan aktor, penyanyi, penusik dan penari
menunj ukkan  prof esi pel aku yang pada dasarnya hanya
nmenyat akan sebagi an dari mnereka yang kegi at annya nenanpi | kan,
menper agakan, nenpertunj ukkan, nenyanyi kan, nenyanpai kan,
mendekl amasi kan at aupun nemai nkan suatu karya ci pta.

Sedangkan pengertian produser rekaman suara adal ah
nmer eka yang nel akukan kegi atan nerekam secara | angsung atas
obyek yang nengel uarkan suara atau bunyi, termasuk mereka
yang nerekam suara atau bunyi dengan aransenen yang ber beda,
dan bukan semat a- mat a nmenggandakan at au menper banyak rekaman
yang sudah ada. Adapun Kkarya siaran yang dinmaksud dalam
pengertian |enbaga penyiaran nencakup antara l|ain suara,
ganbar atau ganbar dan suara. Persyaratan berbentuk badan
hukum hanya berl aku bagi Lenbaga Penyi aran Swast a.

Sel anjutnya |ihat pula Penjelasan Pasal 1 | am

Angka 2

Per ubahan I ni di maksudkan unt uk menegaskan
pengakuan atas adanya hak vyang dimliki Pencipta atau
Pemegang Hak Ci pta karya fil mdan program konputer, yaitu hak
untuk nelarang atau menberi 1izin nmenyewakan karya film dan
program konputer tersebut secara komersi al

Hak serupa dapat diberlakukan kepada produser
rekaman suar a.

Sel anjutnya |ihat pula Penjelasan Pasal 2 | ana.

Angka 3

Penanmbahan ketentuan ayat (1a) baru ini di maksudkan
unt uk nmenegaskan prinsip bahwa Hak Ci pta atas suatu ciptaan
yang di buat ol eh seseorang berdasarkan pesanan, m sal nya dar
I nst ansi Peneri nt ah, kecual i di perjanjikan lain, tetap
di pegang ol eh Instansi Penerintah tersebut selaku penesan.
Ketentuan ini tidak mengurangi hak penbuat ciptaan tersebut
sebagai penci ptanya apabila ciptaan digunakan untuk hal di
| uar hubungan kedi nasan. Adapun perubahan dalam ayat (2)
di maksudkan untuk nenperjelas keberadaan Hak C pta dal am ha

suatu ciptaan tersebut di | uar hubungan dinas atau
ber dasar kan pesanan. Artinya, ciptaan tersebut dibuat dalam
hubungan kerja di |ingkungan swasta atau dibuat atas dasar
pesanan dari |enbaga swasta dengan pihak lain ataupun

i ndi vi du dengan i ndi vi du.

Sel anjutnya |ihat pula Penjel asan Pasal 8 | ana.

Angka 4

Perubahan ini di mmksudkan untuk nenegaskan status
Hak Ci pta dal am hal suatu karya tidak di ketahui penciptanya
*90645 dan tidak atau belum diterbitkan, sebagai mana |ayaknya
ci ptaan itu di wjudkan. M sal nya, dalam hal karya tulis atau
karya nusi k, ciptaan tersebut belum diterbitkan dal am bentuk
buku atau belum direkam Dalam hal denm kian maka Hak C pta



atas karya tersebut di pegang ol eh Negara untuk melindungi Hak
C pta bagi kepentingan penciptanya. Sedangkan apabila karya
tersebut berupa karya tulis dan telah diterbitkan, naka Hak
C pta atas ciptaan yang bersangkutan di pegang ol eh penerbit.

Penerbit juga dianggap penegang Hak Cipta atas
ci ptaan yang diterbitkan dengan nenggunakan nama sanaran
penci pt anya. Dengan dem ki an, suatu ciptaan yang diterbitkan
tetapi tidak diketahui siapa penciptanya atau terhadap
ci ptaan tersebut hanya tertera nama samaran penci ptanya, naka
penerbit yang namanya tertera di dalam ciptaan dan dapat
menbukti kan sebagai penerbit yang pertama kali nenerbitkan
ci ptaan tersebut bertindak nmewakili pencipta. Hal ini tidak
ber | aku apabi |l a Penci pta kenudi an nenyat akan i dentitasnya dan
ia dapat menbukti kan  bahwa ciptaan tersebut adal ah
ci pt aannya.

Sel anjutnya |ihat pula Penjelasan Pasal 10A | ana.

Angka 5

Perubahan ini sebenarnya hanya nerupakan penataan
ulang runusan nengenai jenis-jenis ciptaan yang termasuk
dalam lingkup Hak G pta dengan nengel onpokkannya sesuai
dengan jenis dan sifat ciptaannya.

Sel ebi hnya, beberapa jenis ciptaan perlu dijel askan
sebagai beri kut:

Yang di maksud dengan susunan perwaj ahan karya tulis
adal ah karya cipta yang |azim di kenal dengan typhographica
arrangenent, yaitu aspek seni atau estetika pada susunan dan
bent uk penulisan karya tulis.

Hal ini nmencakup antara lain format, hiasan, warna
dan susunan atau tata |etak huruf yang secara kesel uruhan
menanpi | kan wuj ud yang khas. Sedangkan yang di maksud dengan
ganbar antara lain neliputi ganbar teknik atau technical
drawi ngs, notif, diagram sketsa, |ogo dan bentuk huruf.
Sedangkan yang dimaksud dengan kolase adalah konposisi
artistik yang di buat dari berbagai bahan (m sal nya dari kain,
kertas, kayu) yang ditenpel kan pada pernukaan ganbar.

Adapun karya seni terapan pada dasarnya nerupakan
seni kerajinan tangan yang dpat di buat dalam jum ah banyak
M sal nya perhiasan atau asesories, nebel, kertas hias atau
ornanmen untuk dinding, dan desain pakaian. Alat Peraga yang
di I i ndungi Hak Ci ptanya adal ah Al at Peraga untuk kepentingan
il mu penget ahuan, termasuk pendi di kan.

Karya arsitektur mel i puti seni bangunan dan
m ni atur atau maket bangunan. Bati k, sebagai suatu karya seni
di I i ndungi dal am Undang-undang ini sebagai bentuk ciptaan

tersendiri. Yang dimaksud dengan batik dalam Undang-undang
i ni adal ah ci ptaan baru atau yang bukan *9646 tradi si onal
atau  kontenporer. Karya-karya seperti itu nmenperol eh

perli ndungan karena nenpunyai nilai seni, baik pada ciptaan
notif atau ganmbar nmaupun konposi si warnanya. Sedangkan untuk
bati k tradisional, perlindungan hanya diberlakukan terhadap
pi hak asing atau luar negeri. Karya batik tradisional seperti
parang rusak, sidonukti, truntum dan lain-lain nmenurut
per hi tungan jangka waktu perlindungan hak ciptanya nenmang



tel ah berakhir dan nenjadi public donein.

Karena itu bagi orang Indonesia sendiri pada
dasarnya bebas untuk nenggunakannya. Selanjutnya, karya
sinemat ografi yang nerupakan nedia komuni kasi massa pandang
dengar (noving inmages) dan suara, neliputi film dokunenter
berita, reportase atau film cerita yang dibuat dengan
skenario, dan film kartun. Karya sinematografi dapat dibuat
dalam pita sululoid, pita video, piringan video dan atau
media lainnya yang nenungkinkan untuk dipertunjukkan di
bi oskop, di layar |ebar atau ditayangkan di televisi. Karya
serupa itu dibuat oleh perusahaan penbuat film stasiun
tel evisi atau perorangan.

Adapun pengertian bunga ranpai neliputi ciptaan
dal am bentuk buku yang berisi kunpul an berbagai karya tulis
pi | i han, hinmpunan |agu-lagu pilihan yang direkam dal am satu
kaset, atau konposisi berbagai karya taripilihan.

Angka 6

per ubahan pada Pasal ini dil akukan dengan nenghapus
bat asan atau ukuran 10% dal am ketentuan penakaian ciptaan
yang tidak dianggap sebagai pel anggaran Hak G pta.
Penghapusan penbatasan ini perlu dilakukan karena ukuran
kuantitatif wuntuk nenentukan pelanggaran Hak Cipta sulit
di t erapkan. Dal am hal ini penilaian akan |ebih tepat apabila
di dasar kan pada ukuran kualitatif. M sal nya, nenganbil bagi an
yang paling penting atau khas atau nenjadi ciri dari ciptaan,
meski pemakaian itu kurang dari 10% Penakai an seperti itu
secar a substanti f nmer upakan pel anggar an Hak G pt a.
Sel anj ut nya, penakaian ciptaan juga tidak dianggap sebaga
pel anggaran Hak Cipta apabila sunbernya disebut atau
di cant unkan dengan jelas dan hal itu dil akukan terbatas untuk
kegi at an yang bersifat non-konersial termasuk untuk kegiatan
sosial. M sal nya kegi atan dal am |ingkup pendi di kan, kegi atan
penelitian dan pengenbangan, untuk |ingkup ilnm pengetahuan
dengan ketentuan tidak merugi kan kepentingan yang waj ar dari
penci pt aannya. Ter masuk dal am pengerti an I ni adal ah
penganbi | an ci ptaan untuk pertunjukan atau penmentasan yang
tidak di pungut bayaran. Khusus untuk pengutipan karya tulis,
penyebut an atau pencantuman sunber ciptaan yang di kutip harus
di | akukan secara |engkap. Artinya, dengan nencant unkan
sekur ang- kurangnya nama pencipta, judul atau nama ciptaan,
dan nama penerbit jika ada.

Adapun ukuran nengenai kepentingan yang waj ar dari
penci pta harus dinilai dari hak pencipta terutama dal am
*9647 meni kmat i manf aat ekonom dari ci pt aan yang
ber sangkut an. Apabila terjadi sengketa nengenai ukur an
kepentingan yang wajar penyel esaiannya ditentukan ol eh
pengadi | an.

DI sanping itu, perubahan juga dilakukan dalam
penbat asan untuk perbanyakan ciptaan di [ uar  program
komput er. Tuj uannya untuk nenpertegas bahwa perbanyakan suatu
ci ptaan tidak boleh nelebihi jum ah yang diperlukan sesuai
dengan maksud perbanyakan tersebut.

Dal am kaitannya dengan program konputer perlu



di t egaskan bahwa pem lik karya cipta ini hanya bol eh nenbuat
satu salinan atau copy yang semata-mata digunakan untuk
cadangan program konputer yang bersangkutan. Ketentuan ini
juga berl aku bagi perpustakaan unum | enbaga il mu penget ahuan
atau pendidi kan dan pusat dokunentasi yang senata-nata
di per gunakan untuk keperluan aktivitasnya.
Sel anjutnya |ihat pula Penjel asan Pasal 14 | ama.

Angka 7

Perubahan ini di maksudkan untuk nenyesuai kan dengan
per ubahan ketentuan Pasal 11 yang nengel onpokkan jenis-jenis
ci ptaan berdasarkan kesamaan bentuk dan bidang ciptaan.
Sel ebi hnya adal ah pengel onpokan jenis-jenis ciptaan sesuai
dengan kesamaan jangka waktu perlindungannya.

Sel anjutnya |ihat pula Penjel asan Pasal 26 | ama.

Angka 8

Li hat Penj el asan Angka 7

Angka 9

Penanbahan ketentuan baru ini di maksudkan untuk
menperj el as ket entuan nengenai jangka waktu perlindungan bagi
ci ptaan-ci ptaan yang Hak Ci ptanya dipegang oleh Negara.
Prinsipnya, ciptaan yang Hak Ci ptanya dipegang ol eh Negara
ber dasar kan Pasal 10 ayat (2) huruf b, nendapat perlindungan
tanpa batas waktu. Sedangkan untuk ciptaan yang Hak C ptanya
di | aksanakan ol eh Negara berdasarkan Pasal 10A ayat (1)
mendapat perlindungan selama 50 (lima puluh) tahun sejak
karya ci ptaan tersebut di ketahui ol eh masyarakat unmum

Ket entuan i ni berlaku terhadap ciptaan yang
penci ptanya tidak diketahui sama sekali. Apabila kenudian
identitas pencipta diketahui, atau pencipta sendiri kenudian
mengenukakan identitasnya dalam kurun waktu 50(Iima pul uh)
tahun setelah ciptaan tersebut diketahui oleh nmasyarakat
umum rmaka berl aku ketentuan Pasal 26. Artinya jangka waktu
per |l i ndungan akan berlangsung terus hingga 50 (lim pul uh)
tahun setelah ciptaan tersebut diketahui oleh nmasyarakat
umum maka berl aku ketentuan Pasal 26. Artinya jangka waktu
per | i ndungan akan berlangsung terus hingga 50 (linma pul uh)
t ahun setel ah penci pta neni nggal duni a.

Adapun unt uk ci ptaan yang Hak G ptanya dil aksanakan
ol eh penerbit berdasarkan Pasal 10A ayat (2) perlindungannya

ber | angsung sel ana 50 (Iima pul uh) *0648 t ahun sej ak
ci ptaan tersebut pertanma kali diterbitkan
Angka 10

Ket ent uan Pasal 28A yang baru ini diperlukan untuk
menegaskan bahwa hak pencipta untuk dicantunkan nama atau
i dentitasnya, termasuk nama samaran pada karya yang
di ci pt akannya berl angsung sel amanya atau tanpa batas wakt u.
Sedangkan hak pencipta untuk dilindungi dari setiap upaya
pi hak lain untuk nengadakan perubahan terhadap karyanya,
berl angsug sel ama jangka waktu perlindungan Hak C pta bagi
karya tersebut.

Adapun ketentuan Pasal 28B baru yang nenegaskan
tanggal 1 Januari sebagai dasar perhitungan jangka waktu
perlindungan Hak Ci pta, di mksudkan semata-mata untuk



menudahkan penghi t ungan ber akhi r nya j angka wakt u
perlindungan. Titik tolaknya adalah tanggal 1 januari tahun
beri kutnya atau tahun yang berjalan setel ah ciptaan tersebut
di umunkan, di ketahui oleh unum diterbitkan atau pencipta
meni nggal duni a.

Hal ini nmerupakan penyesuai an terhadap ketentuan
i nt ernasi onal yang berl aku di bi dang Hak G pt a.

Cara  penghitungan seperti itu tetap ti dak
mengurangi prinsip penghitungan jangka waktu perlindungan
yang di dasarkan pada saat di hasil kannya suatu ci ptaan apabil a
tanggal tersebut diketahui secara jelas.

Cont oh penerapan ketentuan ini adalah suatu karya
si nemat ografi yang diumunkan pertama kali pada 20 Juli 1995
akan nmenperol eh perlindungan sejak tanggal 20 Juli 1995
sanpai dengan 31 Desenber 2045.

Angka 11

Penanbahan bab baru nengenai pelisensian in
di mmksudkan untuk menberkan | andasan pengaturan bagi praktek
pel i sensian yang berlangsung di bidang Hak Cipta. Pada
dasarnya, perjanjian |isensi hanya bersifat penberian izin
atau hak yang dituangkan dalam akta perjanjian untuk dalam
jangka waktu tertentu dan dengan syarat tertentu meni kmati
manf aat ekonom suatu ciptaan yang dilindungi Hak G pta.

Perjanjian lisensi lazimya tidak dibuat secara
khusus. Artinya, Pemegang Hak Cipta tetap dapat nel aksanakan
Hak C ptanya atau nenberi kan l|isensi yang sama kepada pi hak
ketiga. Perjanjian |isensi dapat pula dibuat secara khusus
atau eksklusif, yang berarti secara khusus hanya diberikan

kepada penegang |lisensi saja. Perjanjian lisensi yang
bersi f at ekskl usi f seperti itu pada dasarnya dapat
di sal ahgunakan untuk nenonopol i pasar, atau neni adakan
persai ngan sehat di pasar. Sebagai contoh hal itu dapat
terjadi apabila penegang lisensi secara sengaja tidak

memanf aat kan atau nengekspl oi tasi ciptaan yang dilisensikan.
Hal itu dilakukan agar ia dapat nenguasai pasar dengan produk
lain atau ciptaannya sendiri. Cara demkian jelas akan
mer ugi kan hak penci pta dan bahkan dapat mengganggu
pertunbuhan perekonom an |ndonesia. Dengan nenperhatikan
kenmungki nan seperti itu Undang-undang ini *9649
nmenberi kan arahan bahwa pelisensian dapat dil aksanakan
sepanj ang tidak nerugi kan perekononi an | ndonesi a.

Sel anjutnya ditegaskan pula bahwa untuk dapat

berl aku bagi pi hak  keti ga, perjanjian |isensi har us
di cat at kan di Kantor Hak G pta.
Angka 12

Perubahan Pasal 42 ayat (1), dinmaksudkan untuk
nmenyeder hanakan rumusan dan nenpertegas hak Penegang Hak
C pta untuk nengaj ukan gugatan ganti rugi dalam hal terjad
pel anggaran Hak Ci pta.

Dal am hal di m nt akan penyitaan sebagai nana di naksud
dal am ayat ini maka hal itu harus dilakukan dengan
nmenper hati kan ketentuan nengenai penyitaan benda bergerak
sebagai mana di atur dal am Hukum Acar a Per dat a.



Dengan perubahan ini nmaka ketentuan Pasal 43 ayat
(2) lama tidak diperlukan |agi. Ketentuan Pasal 43 ayat (1)
nmenj adi Pasal 43 baru dengan perubahan.

Sel anj ut nya, penanmbahan ket ent uan baru yang
di j adi kan Pasal 43A di maksudkan untuk nenegaskan hak Penci pta
atau ahli warisnya untuk nengaj ukan gugatan ganti rugi atas
pel anggaran ketentuan Pasal 24, yaitu yang berkenaan dengan
Hak Moral dari Penci pta.

Adapun, penanbahan ketentuan Pasal 43B sebenarnya

| ebih nerupakan pem ndahan dan penyenpurnaan dari I Si
ket entuan Pasal 42 ayat (3) |anmma.
Angka 13

Penanbahan bab baru ini di maksudkan untuk nenberi
| andasan pengaturan bagi Hak-hak yang Berkaitan dengan Hak
C pta atau yang |azim di kenal sebagai Neighbouring Rights.
Pem | i k hak-hak tersebut neliputi pelaku yang nenghasilkan
karya pertunjukan, produser rekaman suara yang nenghasil kan
karya rekaman suara, dan |enbaga penyi aran yang nenghasi | kan
karya siaran. Selain ketentuan nengenai isi hak, ditentukan
pul a jangka waktu perlindungan dan ketentuan-ketentuan |ain
yang berl aku bagi hak-hak tersebut.

Pengenaan sanksi terhadap pel anggaran hak-hak i ni

di samakan dengan sanksi pelanggaran Hak C pta. Hal in
di dasarkan pada pertinbangan bahwa kenungki nan adanya
kerugi an ekonom s dan kerugi an lain yang tinbul Kkarena

pel anggaran terhadap hak-hak ini pada dasarnya sama dengan
kerugi an pada pel anggaran Hak G pta.

Angka 14

Perubahan pada Pasal 45  ini pada dasarnya
di mmksudkan unt uk nmenberi kenungki nan kepada pengadi |l an unt uk
menut uskan apakah barang hasil pelanggaran Hak G pta yang

telah disita tersebut dinyatakan diranpas ol eh negara untuk
kenmudi an di nusnahkan, atau diserahkan kepada Penegang Hak
C pta yang sah. Dengan adanya pilihan ini maka upaya Penmegang
Hak Ci pta wuntuk nemnta agar barang sitaan tersebut
di serahkan kepadanya dalam perkara perdata sebagai nana
di mungki nkan dal am Pasal 42, dapat di wuj udkan.

Dari segi Hukum Acara Pidana, prinsip ini masih

seiring *9650 dengan ketentuan dalam Pasal 46 Kitab
Undang- undang Hukum Acara Pi dana ( KUHAP) .
Angka 15

Perubahan ini di maksudkan untuk | ebih menperjelas
kewenangan Penyi di k Pej abat Pegawai Negeri Sipil (PPNS), dan
tata cara pel aksanaan tugas serta hubungannya dengan Penyi di k
Pej abat Polisi Negara Republik Indonesia, dan Penuntut Unum

Kej el asan ket entuan nengenai penyidi kan ini penting
bagi aparat penyidi k dal am nel aksanakan tugas penyi di kannya.
Untuk itu perlu penegasan bahwa sekalipun Penyidik Pejabat
Pegawai Negeri Sipil (PPNS) di |ingkungan departenmen yang
i ngkup tugas dan tanggung-jawabnya neliputi penbinaan di
bi dang Hak G pta, diberi wewenang khusus sebagai Penyidik,
tetapi hal itu tidak nmeniadakan fungsi Penyidik Pejabat
Polisi Negara Republik Indonesia sebagai Penyidik U anma



Dal am nel aksanakan tugasnya, penyidik PPNS berada di bawah
koordi nasi dan pengawasan Penyidik Pejabat Polisi Negara
Republ i k Indonesia. Karenanya selama penyi di kan berl angsung
Penyi di k PPNS perlu berkonsultasi dengan Penyidi k Pejabat
Polisi Negara Republik Indonesia. Dalam tahapan inilah
Penyi di k Pej abat Polisi Negara Republik Indonesia nenberikan
pet unj uk yang bersifat teknis nengenai bentuk dan isi berita
acara dan sekaligus neneliti kebenaran materiil isi berita
acara penyi di kan tersebut. Setelah penyidi kan sel esai, hasi
penyi di kan tersebut diserahkan Penyidi k PPNS kepada Penyi di k
Pej abat Polisi Negara Republik |ndonesia yang selanjutnya
waj i b segera nenyanpai kan hasil| penyidi kan kepada Penunt ut
Urum Hal ini sesuai dengan prinsip yang ditegaskan dalam
Pasal 6, 7, dan 107 Undang-undang Nonmor 8 Tahun 1981 Tent ang
Hukum Acar a Pi dana.

Dal am rangka pem kiran ini, kata nelalui pada ayat
(4) tidak harus diartikan bahwa Penyidik Pejabat Polisi
Negara Republik |ndonesia dapat atau perlu nel akukan
penyi di kan ul ang. Sebab, secara teknis binbingan penyidi kan
ataupun penber kasan hasil penyidi kan pada dasarnya telah
di berikan oleh Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik
I ndonesi a pada saat atau selama Pejabat Penyidi k Pegawai
Neger i Si pi | nmel aksanakan penyi di kan. Dengan dem ki an,
prinsip kecepatan dan efektifitas seperti yang dikehendaki
KUHAP dapat benar-benar terwuj ud.

Angka 16
Perubahan ini di maksudkan untuk nenyesuai kan dengan
pengat ur an i nt er nasi onal , khususnya yang menyangkut

pengat ur an nmengenai "Hak-hak Yang Berkaitan dengan Hak G pta.
Hal ini sekaligus nerupakan antisipasi terhadap kemungki nan
masuknya Negar a | ndonesi a dal am perj anjian
bilateral/nultilateral yang nengatur hak-hak tersebut.

Pasal 11
*9651 Cukup j el as.






